
 

 

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  2  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-



 

 

 

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 



 

 

 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah       

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



 

 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006        

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 

 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



 

 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

diubah keduakalinya dengan  Peraturan Presiden  

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun 2020 Nomor 130); 

31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 155); 



 

 

 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010      

Nomor 594); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1560); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 



 

 

 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10         

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11         

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018  

Nomor 1); 



 

 

 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2018 Nomor 2); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2018 Nomor 11); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun  2011  tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun   2015 Nomor 5); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik       

Tahun 2011 Nomor 7); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah  diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 



 

 

 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2017 Nomor 10); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12         

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2017  Nomor 7); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2019 Nomor 15); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2020 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN 

2020. 

 

 



 

 

 

Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah 

1. Semula  Rp.3.414.635.118.176,00 

2. Berkurang  Rp.   560.058.734.718,65 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  

Rp.2.854.576.383.457,35 

b. Belanja Daerah 

1. Semula  Rp.3.568.293.698.176,00 

2. Berkurang  Rp.   251.713.163.174,43 

Jumlah Belanja setelah perubahan  

Rp.3.316.580.535.001,57 
  

Defisit setelah perubahan Rp.462.004.151.544,22 
 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan   

1) Semula  Rp.153.658.580.000,00 

2) Bertambah Rp.308.345.571.544,22 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan  

Rp.462.004.151.544,22 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula  Rp.0,00 

2) Bertambah Rp.0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

perubahan Rp.0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  

Rp.462.004.151.544,22 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

setelah perubahan nihil 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1. Semula  Rp.1.163.672.913.876,00 

2. Berkurang Rp.   347.462.081.130,65 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  setelah perubahan  

Rp.816.210.832.745,35 



 

 

 

b. Dana Perimbangan  

1. Semula  Rp.1.498.276.091.300,00 

2. Berkurang Rp.   142.582.560.938,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan  

Rp.1.355.693.530.362,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

1. Semula  Rp.752.686.113.000,00 

2. Berkurang   Rp.  70.014.092.650,00 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

setelah perubahan  Rp.  682.672.020.350,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Pajak Daerah  

1. Semula  Rp.760.994.000.000,00 

2. Berkurang Rp.217.394.000.000,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan  

Rp.543.600.000.000,00 

b. Retribusi Daerah  

1. Semula  Rp.112.482.403.876,00 

2. Berkurang   Rp.  50.053.228.439,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 

Rp.62.429.175.437,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

1. Semula  Rp.12.607.000.000,00 

2. Berkurang Rp.     385.725.206,00   

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah       

Yang Dipisahkan setelah perubahan                      

Rp.12.221.274.794,00 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

1. Semula  Rp. 277.589.510.000,00 

2. Berkurang Rp.   79.629.127.485,65 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

setelah perubahan  Rp.197.960.382.514,35 

 



 

 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1)  huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak 

1. Semula  Rp.157.763.759.300,00 

2. Bertambah Rp.  23.809.549.062,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak 

setelah perubahan Rp.181.573.308.362,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1. Semula  Rp.982.169.880.000,00 

2. Berkurang Rp.  91.826.778.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan 

Rp.890.343.102.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1. Semula  Rp.358.342.452.000,00 

2. Berkurang Rp.  74.565.332.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan 

Rp.283.777.120.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

Pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 

1. Semula  Rp.70.690.400.000,00 

2. Bertambah Rp.24.235.300.000,00 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan 

Rp.94.925.700.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

1. Semula  Rp.331.000.000.000,00 

2. Berkurang Rp.117.921.071.000,00 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah 

perubahan Rp.213.078.929.000,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1. Semula  Rp.335.719.913.000,00 

2. Bertambah Rp.  22.114.865.000,00 

 Jumlah Dana Penyesuaian dan  Otonomi Khusus 

setelah perubahan Rp.357.834.778.000,00 



 

 

 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya 

1. Semula  Rp.15.275.800.000,00 

2. Bertambah   Rp.  1.556.813.350,00 

 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  

Rp.16.832.613.350,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf b terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1. Semula  Rp.1.852.743.751.606,00 

2. Bertambah   Rp.   291.810.651.005,18 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan 

      Rp.2.144.554.402.611,18 

b. Belanja Langsung  

1. Semula  Rp.1.715.549.946.570,00 

2. Berkurang Rp.   543.523.814.179,61 

 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan  

      Rp.1.172.026.132.390,39 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula  Rp.933.766.295.286,00 

2. Berkurang   Rp.  75.219.702.064,82 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  

Rp.858.546.593.221,18 

b. Belanja Hibah 

1. Semula  Rp.299.561.282.000,00 

2. Bertambah   Rp.  10.434.393.000,00 

 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan  

 Rp.309.995.675.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial  

1. Semula  Rp.38.697.300.000,00 

2. Berkurang  Rp.19.514.100.000,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 

 Rp.19.183.200.000,00 



 

 

 

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa 

1. Semula  Rp.87.347.650.000,00 

2. Bertambah Rp.11.624.339.000,00 

 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

setelah perubahan Rp.98.971.989.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 

Partai Politik 

1. Semula  Rp.490.871.224.320,00 

2. Bertambah Rp.  38.005.796.680,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa    dan 

Partai Politik setelah perubahan                       

Rp.528.877.021.000,00 

f. Belanja Tidak Terduga  

1. Semula  Rp.    2.500.000.000,00 

2. Bertambah Rp.326.479.924.390,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan         

Rp.328.979.924.390,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula  Rp.71.047.721.520,00 

2. Berkurang Rp.  6.635.028.026,74 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan                   

Rp.64.412.693.493,26 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula  Rp.964.541.338.774,00 

2. Berkurang Rp.172.078.906.100,53 

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan          

Rp.792.462.432.673,47 

c. Belanja Modal 

1. Semula  Rp.679.960.886.276,00 

2. Berkurang Rp.364.809.880.052,34 

 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan                                   

Rp.315.151.006.223,66 

 



 

 

 

Pasal 4 

(4) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 1 huruf c angka 1 terdiri dari jenis Pembiayaan : 

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  

1. Semula  Rp.153.658.580.000,00 

2. Bertambah  Rp.308.345.571.544,22 

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah 

perubahan  Rp.462.004.151.544,22 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut  Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai               

Per Golongan dan  Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun 

Anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam Tahun Anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah.  



 

 

 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 30 September 2020  

 

BUPATI GRESIK, 

 

ttd 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 30 September 2020                                   

                  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN GRESIK, 

 

                                      ttd 

 

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19620904 199003 1 008 
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